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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu tidak hanya digunakan sebagai pembanding 
antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti 
lakukan tetapi penelitian terdahulu juga menunjukkan posisi penelitian 
yang akan diteliti diantara penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai 
migrasi internasional atau mengenai PMI telah cukup banyak dilakukan. 
Namun untuk penelitian mengenai pemberdayaan PMI masih jarang 
dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan PMI, maupun praktik 
sosial PMI dalam pengolaan remitansi.  
Penelitian pertama berjudul “Praktik Sosial dalam Pengelolaan 
Dana Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Studi Kasus pada 
Koperasi Serba Usaha Bina PMI Sejahtera Dusun Ringinputih, Desa 
Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar)” yang ditulis oleh 
Dina Srirahayu tahun 2013. Penelitian tersebut dilakukan dengan 
menggunakan objek kajian penelitian meliputi pihak-pihak KSU Bina 
PMI Sejahtera. Metode yang digunakan oleh Dina Srirahayu adalah 
penelitian kulalitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Strukturasi Anthony 
Giddens. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah proses 
pengelolaan dana remitansi PMI dimulai dengan adanya perjumpaan-
perjumpaan dari para agen dalam lokal Desa Sumberboto sehingga 
 
 
menghasilkan praktik sosial pihak-pihak yang terikat dalam kopersi. 
Praktik sosial dalam pengelolan dana remitansi PMI tersebut juga 
menghasilkan praktik sosial yang lain berupa praktik sosial simpan 
pinjam dan penjualan pupuk. Praktik sosial tersebut dapat terjadi karena 
adanya dualitas antara agen struktur yang tercermin dalam struktur 
signifikasi, dominasi dan legitimasi. Dinamika agensi dan interaksi antar 
berbagai struktur dalam konteks kelokalan, menyebabkan terjadinya 
perubahan struktur (dinamika S-D-L). Selain itu, dari penerapan ketiga 
struktur yang tidak seimbang, berpotensi menimbulkan konflik lain dan 
praktik moral hazard.  
Perbedaan penelitian yang dilakukan Dina Srirahayu dengan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus 
penelitian dan objek penelitian. Fokus penelitian Dina Srirahayu adalah 
pada pola praktik sosial pengolaan dana remitansi PMI yang terjadi 
antara koperasi dengan anggota KSU Bina PMI Sejahtera sedangkan 
fokus pada penelitian ini adalah pada praktik sosial (perkumpulan PMI 
Purna dan keluarga) Pertakina dalam upaya pemberdayaan PMI. 
Perbedaan selanjutnya adalah pada objek penelitian. Objek penelitian 
Dina Srirahayu adalah pada pihak-pihak KSU Bina PMI sejahtera, 
sedangkan objek penelitian ini adalah PMI purna dan keluarga PMI yang 
menjadi anggota Petakina. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-
sama ingin melihat praktik sosial PMI dengan menggunakan metode 
penelitian kulitatif dan teori Anthony Giddens. 
 
 
Penelitian kedua yaitu penelitian yang berjudul “Relasi Kuasa 
dalam pengelolaan Remitansi PMI di Kecamatan Jambon Kabupaten 
Ponorogo” yang ditulis oleh Nurul Hidayatul Fitriyani pada tahun 2014. 
Penelitian tersebut memiliki fokus yaitu perubahan praktik pengelolaan 
remitan yang terjadi di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam 
penelitian tersebut adalah Teori Michel Faucault, yaitu tentang 
pengetahuan dan kekuasaan serta wacana untuk melihat relasi kuasa 
yang dijalankan PMI.  
Hasil penelitian tersebut menunjukan tentang adanya perubahan  
manajemen investasi remitansi PMI yang dilakukan PMI di Jambon.  
Manajemen investasi yang dilakukan PMI merupakan atas dasar 
reproduksi pengetahuan dan wacana sebelumnya, selama, dan setelah 
menjadi PMI. Keberadaan LSM dan pemerintah di Jambon memberikan 
pengaruh dalam proses perubahan pengelolaan remitansi PMI, sebagai 
aparatus yang dapat memainkan strategi kuasanya. Praktik kekuasaan 
dalam bentuk dominasi dari pemerintah dan LSM adalah disiplin dan 
control aparatus. Jenis disiplin dominasi PMI di Jambon terlihat dengan 
melakukan  BIMTEK dan sosialisasi. Tidak hanya itu pemerintah juga 
mereproduksi pengetahuan PMI setelah selesainya pelatihan yang di 
selenggarakan oleh pemerintah, bahkan PMI juga diberikan keebasan 
untuk mengelolah remitansi kedalam usaha sesuai dengan keinginan 
 
 
mereka dan juga pengetahuan mereka seperti usaha photocopy, laundry, 
dan salon kecantikan.  
Perbedaan penelitian Nurul dengan penelitian ini adalah terletak 
pada fokus penelitian. Focus penelitian Nurul mengenai relasi kuasa 
dalam perubahan pengelolaan remitansi PMI ke sektor jasa yang terjadi 
di Kecamatan Jambon. Sedangkan penelitian yang sedang peniliti 
sekarang adalah mengenai praktik sosial perkumpulan PMI dalam 
memberdayakan PMI purna lainnya.  
Dengan kedua penelitian terdahulu tersebut, peneliti berusaha 
untuk menggambarkan dan memberikan informasi kepada pembaca 
tentang hasil-hasil dari penelitian lainnya yang juga berusaha meneliti 
tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), selain itu dari kedua penelitian 
tersebut juga berfungsi untuk menjadi acuan bagi peneliti untuk mengisi 
bagian-bagian mana yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. 
Pada penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan 
berhubugan dengan pengelolaan dan pemanfaatan remitansi untuk 
pembangunan ekonomi, baik ekonomi keluarga, daerah maupun 
pembangunan ekonomi dalam skala nasional.  
Selain itu konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian 
sebelumnya hanya meliputi konsep migrasi, dana remitansi dan 
pembangunan ekonomi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti 
mengambil bagian yang belum diteliti yaitu pemberdayaan terhadap PMI 
purna yang dilakukan oleh perkumpulan PMI purna. Posisi penilitian ini 
yaitu mengisi kekosongan diantara keduanya, yang mana kedua penelitian 
 
 
tersebut hanya berfokus pada pengelolaan remitan, sementara penelitian 
ini tidak hanya membahas pengelolaan remitansi dalam bentuk UMKM 
tetapi juga membahas tentang bantuan hukum terhadap PMI purna dan 
keluarganya yang terwujud dalam bentuk pemberdayaan yang bottom up. 
Dalam penelitian ini juga berfokus pada praktik sosial pemberdayaan PMI 
yang dilakukan oleh Pertakina dalam memandirikan PMI di Kabupaten 
Blitar. Kontribusi yang dilakukan penelitian ini adalah diharapkan dapat 
menunjukkan kepada masyarakat, khususnya PMI dan keluarga PMI 
tentang cara mengelola dan memanfaatkan remitansi  menjadi usaha-
usaha produktif scara bijak dengan melalui pemberdayaan seperti yang 
dilakukan oleh perkumpulan PMI Purna dan Keluarga (Pertakina).  
Berikut merupakan table perbandingan dari penelitian sebelumnya 













Tabel 1 Perbandingan Penelitian 
Nama Dina Srirahayu Nurul Hidayatul Fitriyani Zulfa Nuraini 
Judul Penelitian Praktik Sosial dalam Pengelolaan 
Dana Remitansi Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) (Studi Kasus pada 
Koperasi Serba Usaha Bina PMI 
Sejahtera Dusun Ringinputih, Desa 
Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, 
Kabupaten Blitar) 
Relasi Kuasa dalam pengelolaan 
Remitansi PMI di Kecamatan Jambon 
Kabupaten Ponorogo 
Praktik Sosial Pemberdayaan PMI Purna 
(Perkumpulan PMI Purna Dan Keluarga di 
Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar) 
 
Teori teori strukturasi Anthony Giddens. Teori Michel Faucault tentang 
pengetahuan dan kekuasaan 
Teori strukturasi Anthony Giddens 
Metode Penelitian Penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus 
Penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus 
Penelitian deskriptif kualitatif 
Fokus Penelitian Membahas tentang pola praktik 
sosial pengolaan dana remitansi 
PMI yang terjadi antara koperasi 
dengan aggota KSU Bina PMI 
Sejahtera 
Membahas mengenai relasi kuasa 
dalam perubahan pengelolaan 
remitansi PMI ke sektor jasa yang 
terjadi di Kecamatan Jambon 
Membahas tentang pada praktik sosial 
pemberdayaan (perkumpulan PMI Purna 
dan keluarga) Pertakina dalam 
memandirikan PMI di Kabupaten Blitar 
Hasil Penelitian 1. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sejarah 
proses pengelolaan dana 
remitansi PMI dimulai dengan 
adanya perjumpaan-perjumpaan 
dari para agen dalam lokal Desa 
Sumberboto sehingga 
menghasilkan praktik sosial 
pihak-pihak yang terikat dalam 
kopersi.  
2. Dalam  praktik  sosial  KSU  
1. Hasil penelitian ini menunjukan 
tentang adanya perubahan  
manajemen investasi remitansi PMI 
yang dilakukan PMI di jambon. 
Keberadaan LSM dan pemerintah 
di Jambon memberikan pengaruh 
dalam proses perubahan 
pengelolaan remitansi PMI, sebagai 
apparatus yang dapat memainkan 
strategi kuasanya. 
2. Ketika  PMI  pulang  ke  daerah  
1. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  
bahwa  praktik  sosial  dari  pertakina  
mampu  memandirikan PMI dengan 
memanfaatkan hasil remitansi serta 
merubah  pola pikir  PMI  lainnya  di  
Kabupaten  Blitar.  
2. Hubungan  keterkaitan  antara  agen  
dan  stuktur  terjadi  ketika  para  pendiri  
memiliki  keberanian  untuk  mengajak  
PMI  purna  lainnya  untuk  
memanfaatkan  remitansi  dengan  baik.  
 
 
dimulai  dengan  pembentukan    
kembali  arisan    di  KSU  Bina  
PMI.  hal  tesebut  terbentuk  
dari  institusi  D  S  L 
3. Praktik  sosial  ini  berhasil  
memberikan  manfaat  bagi  
PMI.  terjadi  perubahan  pola  
pikir  dan  mampu  memafaatkan  
remitansi  menajadi  modal  
usaha  dengan  memperoleh  
pinjaman  melalui  KSU  Bina  
PMI..   
 
asal,  mereka  mampu  mengelola  
remitansi  dengan  cara  
berinvestasi  ke  sector  jasa.   
Adanya  keberanian  tersebut  
dikarenakan  pendiri  pertakina  telah  
memiliki  jaringan  dan  informasi  dari  
lembaga-lembaga  pemerintahan  
sehingga  mampu  menggerakan  PMI  
untuk  mengikuti  berbagai  pelatihan. 
3. Bentuk  praktik  sosial  dalam  
pemberdayaan  ini  dibentuk  melalui  
dominasi  dari  pendiri,  yang  kemudian  
mampu  membentuk  pola  signifikasi  
terhadap  PMI  lainnya.   
Sumber: Data Analisis Peneliti, 2017 
 
 
2.2 Definisi Konseptual  
2.2.1 Konsep Pemberdayaan  
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan itu sendiri 
diadaptasi dari istilah empowerment yang mana berawal dari kata daya 
(power). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat 
diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar (Jasmadi, 
2013). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan 
harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang 
tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. Masyarakat diberdayakan dengan memanfaatkan 
pengetahuan dan kearifan lokal (indigenous knowledge), agar menjadi 
subyek dalam pembangunan, mampu menolong dirinya sendiri, mandiri, 
serta mengembangkan semangat self reliance setempat (Elizabeth, 
2007).  
Terdapat beberapa konsep pemberdayaan menurut para ahli 
diantaranya yaitu menurut Payne (1997) dalam Alrasyid (2007) yang 
mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (empowerment) bertujuan 
untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil 
keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang 
terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan 
pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Artinya, pemberdayaan 
terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan dan 
tindakannya sesuai dengan kehendaknya sendiri, tanpa ada control dari 
 
 
pihak lain. Sedangkan Shardlow (1998) menjelaskan bahwa 
pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, 
atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan 
mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan 
mereka. Gagasan ini mengartikan pemberdayaan sebagai upaya 
mendorong indovidu, maupupun kelompok untuk menentukan sendiri 
apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi 
permasalahan yang ia hadapi sehingga mereka mempunyai kesadaran 
dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya (Alrasyid, 
2007). 
 Pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat lainnya juga 
dikemukakan oleh Ife (1995) dalam Hadi (2005) menyatakan bahwa : 
Empowerment is a process of helping disadvantaged groups 
and individual to complete more effectively with other 
interests, by helping them to learn and use in lobbying, using 
the media, engaging in political action, understanding how 
to ‘work the system,’ and so on (Ife, 1995). 
Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan 
(empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan 
kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta 
mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya 
sebaik mungkin. Disisi lain Parsons, et al.,(1994) menyatakan 
pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 
kuat untuk berpartisipasi dalam kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga 
 
 
yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa 
orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang 
cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain 
yang menjadi perhatiannya (Hadi, 2005).  
Pada dasarnya pemberdayaan merupakan upaya menciptakan 
suasana yang memungkinkan suatu potensi dapat berkembang dengan 
cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan 
potensi yang dimiliki. Selain itu juga diperlukan upaya memperkuat 
potensi atau daya yang dimiliki dengan membuka atau menciptakan 
aksesbilitas terhadap berbagai peluang. Pada akhirnya, diharapkan bahwa 
pemberdayaan tidak membuat masyarakat semakin bergantung pada 
program bantuan tetapi semakin berusaha dan menikmati hasil dari usaha 
sendiri (Hadi, 2005).  
Dalam pandangan Ife, peran yang terkait dengan pemberdayaan 
masyarakat adalah sebagai community worker atau dikenal juga dengan 
istilah enabler dalam dalam diskursus komunitas (istilah ini juga sering 
dipadupadankan dengan istilah Social Worker atau dalam bahasa 
Indonesia Pekerja Sosial). Ada 4 peran besar yang dapat dijalankan oleh 
seorang community worker. Pertama adalah peran fasilitatif (facilitative 
roles), yaitu dengan memfasilitasi komunitas sasaran. Kedua adalah 
peranan mendidik masyakat, atau peran edukasional (educational roles). 
Peran ketiga adalah sebagai perwakilan masyarakat (representative roles). 
Terakhir adalah peran yang bersifst teknis, seperti keterampilan 
 
 
mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan computer, 
melakukan presentasi dan lain-lain (Alrasyid, 2007). 
Berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut, pemberdayaan 
dapat diartikan sebagai upaya memberikan wewenang, atau kepercayaan 
kepada setiap individu, kelompok atau komunitas untuk dapat mengatasi 
permasalahan yang ia hadapi, serta mendorong mereka untuk dapat 
meningkatkan harkat dan martabat di lapisan masyarakat yang dalam 
kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 
kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga mereka mempunyai 
kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk masa depannya.  
Perkumpulan PMI purna dan Keluarga (Pertakina) merupakan 
perkumpulan yang berupaya memberikan pemberdayaan bagi PMI purna 
lainnya ketika sudah tidak lagi bekerja keluar negeri. Artinya Pertakina 
disini sebagai perkumpulan yang bertugas untuk membuat potensi yang 
para PMI purna miliki dengan cara mendorong, memberikan motivasi 
dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya untuk mengelola 
remitansi dengan bijak demi meningkatkan kesejateraan hidup dan 
terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Disini 
Pertakina juga sebagai kelompok yang berusaha mengontrol kehidupan 
mereka juga mengusahakan untuk membentuk masa depan mereka sesuai 
dengan keinginan mereka dengan upaya mengatasi  permasalahan yang 
mereka hadapi sehingga mereka mempunyai kesadaran dan kekuasaan 





2.2.2 Konsep Partisipasi 
Partisipasi merupakan komponen penting dalam proses 
pemberdayaan. Partisipasi menurut Mikkelsen dalam Muslim (2007) 
diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 
kehidupan dan lingkungan mereka. Partisipasi dalam pengertian ini 
sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana dalam 
pemberdayaan masyarakat, masyarakat secara bersama-sama 
mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, bersama-sama 
mengupayakan jalan keluarnya dengan memobilisasi segala sumber 
daya yang akan diperlukan serta secara bersama-sama merencanakan 
dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  
Menurut Davis dalam Rilia (2015) juga menjelaskan partisipasi 
dapat didefinisikan sebagai ketertiban mental atau pikiran dan emosi 
atau perasaan seseorang dalam sistuasi kelompok yang mendorongnya 
untuk memberikan sumbangan kepada kelompok usaha mencapai 
tujuan serta turut serta tanggungjawab terhadap usaha yang 
bersangkutan. Sementara Cohen dan Uphof (1980) mengartikan 
partisipasi sebagai keterlibatan sejumlah besar orang dalam kegiatan 
yang dapat meningkatkan kesejahteaan, pendapatan, keamanan, serta 
harga diri (Cohen, 1980). Kemudian Uphof dan Cohen membagi 
partisipasi menjadi beberapa jenis, yaitu:  
 
 
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (Participation in Decision 
making), yaitu bentuk partisipasi yang  diwujudkan dengan 
kehadiran dalam rapat dan juga memberikan sumbangan pemikiran.  
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (Participation in implementation) 
merupakan partisipasi dalam kegiatan pelaksaan kegiatan. Dalam 
tahap ini partisipasi yang dapat diwujudkan yaitu dengan 
memberikan kontribusi sumber daya, kontribusi materi (Cash and 
In-Kind), penyediaan informasi, dan kegiatan administrasi dan 
koordinasi.  
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat (Participation in Benefits) 
yaitu pastisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil 
pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. 
Partisipasi pemanfaatan ini dapat dilihat dari menikmati atau 
memanfaatkan hasil dari pelaksanaan program. Selain itu juga 
terlihat dari perubahan yang terjadi pada tingkat kehidupan 
masyarakatnya, serta partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan 
terhadap hasil dari terlaksanakannya program.  
4. Partisipasi dalam evaluasi (Participation in Evaluation), adalah 
partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan dalam menilai 
serta mengawasi ketika program telah dilaksanakan, misalnya 
dengan memberikan saran atau kritik.  
Berdasarkan pengertian tersebut maka pemberdayaan memerlukan 
adanya partisipasi dari anggota lainnya baik dalam bentuk pengambilan 
keputusan maupun sampai evaluasi untuk keberhasilan suatu program dan 
 
 
untuk pembangunan yang lebih baik. Berkaitan dengan penelitian ini, 
maka peneliti ingin mengetahui bagaimana anggota Pertakina dilibatkan 
dalam kegiatan Pemberdayaan ini. 
2.2.3 Definisi PMI 
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Pekerja Migran 
Indonesia. Pengertian PMI secara umum adalah setiap warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat untuk beerja di luar negri dalam jangka 
waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan 
PMI dengan menerima upah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di 
Luar negeri, PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, 
sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan meneima upah di luar 
wilayah Republik Indonesia. Sedangkan PMI purna atau disebut juga 
dengan mantan PMI, yaitu Pekerja Migran Indonesia yang sudah kembali 
ke tanah air. (Supriana & Nasution, 2010).  
 
2.3 Landasan Teori 
2.3.1 Teori Strukturasi 
Teori dalam penelitian befungsi untuk analisis sebuah realitas 
sosial yang sedang diteliti. Menurut Snelbecker, teori bisa 
didefinisikan sebagai seperangkat proposisi mengikuti aturan tertentu 
yang dapat dihubungkan secara logis dengan fenomena yang diamati 
(Moleong,2010). Penelitian ini memfokuskan pada praktik sosial 
perkumpulan PMI Purna dan keluarga (Pertakina) dalam upaya 
 
 
pemberdayaan PMI. Teori yang cocok untuk menganalisis masalah 
tersebut menurut peneliti adalah teori strukturasi Anthony Giddens. 
Teori strukturasi Anthony Giddens ini merupakan kritikan terhadap 
teori fungsionalisme dan strukturalisme. Sebenarnya inti dari teori ini 
adalah konsep-konsep berupa „struktur, sistem, dan dualitas‟ 
(Giddens,2010). Namun, Giddens juga menekankan tentang relasi 
antara agen dan struktur. Agen adalah orang-orang yang konret dalam 
arus kontinu tindakan (Priyono 2002). 
Giddens melihat agen sebagai “pelaku dalam praktik sosial” agen 
dapat dilihat sebagai individu perorangan ataupun sebagai kelompok. 
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa agen merupakan aktor yang 
terlibat didalam suatu peristiwa. Sehingga agen-agen dalam penelitian 
ini yaitu para pendiri Pertakina yang mana berperan sebagai expert 
agent dan anggota pertakina yang berperan sebagai lay agent. 
Kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen tersebut 
didukung dengan adanya struktur.  
Pemahaman menurut Giddens terhadap struktur yaitu merujuk 
pada aturan-aturan dan sarana-sarana atau sumber daya yang memiliki 
perlengkapan-perlengkapan struktural yang memungkinkan pengikatan 
ruang dan waktu yang mereproduksi praktik-praktik sosial dalam 
sistem-sistem sosial kehidupan masyarakat. Aturan-aturan disini tidak 
dapat dikonseptualisasikan terpisah dari sumber daya, yang merujuk 
pada cara-cara bagaimana relasi-relasi transformatif sebenarnya 
terlibat dalam proses produksi dan reproduksi praktik-praktik sosial. 
 
 
Aturan disini adalah semata-mata kebiasaan yang dilakukan oleh orang 
itu dan kebiasaan adalah bagian dari rutinitas. Oleh karena itu, maka 
kelengkapan-kelengkapan struktur akan memperlihatkan bentuk-
bentuk dominasi dan kekuasaan. Salah satu proposisi utama dalam 
teori strukturasi adalah aturan-aturan dan sumber daya yang dilibatkan 
dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial sekaligus merupakan 
sarana-sarana reproduksi sistem (dualitas) (Giddens, 2010). Untuk 
lebih memahami tentang struktur, Giddens kemudian memberdayakan 
antara struktur, sistem dan strukturasi.  
Tabel 2 Perbandingan Struktur, Sistem, dan Strukturasi 
Struktur Sistem  Stukturasi 
Aturan dan sumber 







diproduksi di antara 
para actor atau 
kolektivitas, 
terorganisasi sebagai 










Pada table 3 memperlihatkan perbedaan antara struktur, sistem, dan 
strukturasi, namun ketika mengulas tentang strukturasi,  didalamnya 
terdapat struktur dan sistem. Begitu juga dengan struktur, struktur 
tidak akan terjadi tanpa adanya praktik sosial yang dilakukan oleh agen 
secara berulang-ulang dalam lintas ruang dan waktu. Sebaliknya 
praktik sosial juga tidak akan terbentuk jika tidak ada struktur yang 
menaungi dalam setiap tindakan agen, karena agen dan struktur tidak 
dapat terpisahkan dalam setiap praktik atau aktivitas manusia. Bagi 
 
 
Giddens agen dan struktur ibarat dua sisi dari satu keping uang logam. 
Keduanya saling terpengaruhi dan mempengaruhi (Ritzer,2007). 
Dengan kata lain Giddens memandang bahwa hubungan agen dan 
struktur sebagai hubungan dualitas dan bukannya dualisme. 
Dualitas agen dan struktur berarti bahwa agen dan struktur disini 
saling mempengaruhi dan tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan 
dualisme yang secara tegas memisahkan antara agen dan struktur. 
Dualitas struktur selalu merupakan landasan utama bagi keterulangan-
keterulangan dalam reproduksi sosial disepanjang ruang dan waktu 
(Giddens, 2010). Maka dari itu, agen dan struktur yang saling terkait 
akan menimbulkan hubungan kekuasaan dari keduanya yang 
mempengaruhi praktik. Tindakan agen akan mempengaruhi struktur 
dan sebaliknya struktur juga akan mempengaruhi agen. Sehingga 
keduanya tidak dapat dipisahkan.  
2.3.2 Signifikasi, Dominasi, dan Legitimasi 
Dari beberapa prinsip sturktural Giddens melihat tiga gugus besar 
struktur. Menurut Giddens, kita bisa membedakan tiga dimensi 
struktural dalam sistem sosial, yaitu signifikasi, dominasi, dan 
legitimasi. Pertama struktur penandaan atau signifikasi (signification) 
yaitu struktur yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, 
penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi 
(domination) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) 
dan barang (ekonomi). Ketiga struktur pembenaran atau legitimasi 
(legitimation) yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang 
 
 
terungkap dalam tata hukum. Dari ketiga struktur tersebut, terhubung 
dengan praktik sosial individu agen dalam situasi interaksi juga 
berkaitan dengan bentuk modalitas atau disebut sarana-antara, hal ini 
merupakan representative didalam dualitas struktur dan dimanfaatkan 
oleh agen untuk bertindak dan menghasilkan interaksi, yang pada saat 
bersamaan juga membentuk sarana (Priyono,2002). Skema dibawah ini 
menyajikan pola hubungan antara keduanya:  
Bagan 1 Skema Praktik Sosial Giddens 
 
Struktur     
  
(modalitas)    
 
Interaksi    
Sumber: Giddens,2010 
2.3.3 Kesadaran Praktis, Kesadaran duskursif, dan motivasi tidak sadar 
Dalam teori strukturasinya Giddens menekankan bahwa tindakan 
agen dipengaruhi oleh kesadaran. Giddens membagi menjadi tiga 
bentuk kesadaran, yaitu kesadaran praktis, kesadaran diskursif, dan 
motivasi tidak sadar. Kesadaran diskursif mengacu pada serangkaian 
kapasitas pengetahuan yang kita miliki dalam merefleksikan dan 
memberikan penjelasan rinci serta eksplisit mengenai tindakan yang 
kita lakukan. Dalam kesadaran diskursif ini agen memiliki alasan 
yang menjadikan dia melakukan suatu tindakan.  





komunikasi kekuasaan sangsi 
 
 
Sedangkan kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan 
praktis yang tidak selalu diuraikan. Dalam kesadaran ini agen tidak 
mampu menjelaskan alasan mengapa ia melakukan tindakannya 
tersebut tetapi ia telah melakukan tindakan secara terus-menerus 
tanpa mempertanyakan lagi tentang tindakannya. Sedangkan motivasi 
tak sadar menyangkut keinginan dan kebutuhan yang berpotensi 
mengarahkan tindakan, tetapi bukan tindakan itu sendiri (Priyono, 
2002). Seorang agen dapat dikatakan memiliki motivasi tidak sadara 
adalah ketika agen tersebut memiliki keinginan atau kebutuhan dari 
dalam dirinya yang dapat membuat dirinya melakukan sebuah 
tindakan.  
2.3.4 Ruang dan Waktu 
Konsep penting lainnya dalam teori strukturasi Anthony Giddens 
adalah ruang dan waktu. Ruang dan waktu dipahami Giddens sebagai 
unsur konstitutif dari tindakan dan pengorganisasian masyarakat. 
Ruang dan waktu merupakan sebuah proses pembentukan. Ruang dan 
waktu diibaratkan oleh Giddens sebagai hal terpenting yang dapat 
mempengaruhi sebuah praktik. Karena terciptanya praktik sosial ini 
berada dalam rentang ruang dan waktu yang terus menerus dikelola 
oleh agen dan struktur. Ruang dan waktu menurut Giddens bukanlah 
arena atau panggung tindakan, tetapi merupakan unsur konstitutif 
tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Artinya tanpa ruang dan 
waktu tidak aka nada tindakan, karena ruang dan waktu harus menjadi 
unsur integral dalam teori ilmu-ilmu sosial  (Priyono, 2002).  
 
 
Perjumpaan antara agen dengan struktur yang berada dalam ruang 
dan waktu secara terus-menerus mengakibatkan praktik sosial 
tersebut muncul. Giddens membedakan tiga dimensi waktu, disini 
Giddens membahas tentang apa yang ingin dijelaskan di dalam 
sebuah waktu, yaitu:  
a) Duree (reversible time) :  pengalaman atau peristiwa dari hari ke 
hari yang diikuti oleh berjalannya waktu, pengalaman atau 
peristiwa dari hari ke hari yang dapat dibalik dan terjadi dari 
aktivitas kesehariannya.  
b) Irreversible time : suatu retang kehidupan individu (waktu 
tubuh), saling berhubungan dengan berlangsungnya waktu 
pengalaman dari hari ke hari yang tidak dapat dibalik. 
c) Longue duree lembaga-lembaga (reversible time) : berkaitan 
dengan waktu yang berlangsung secara jangka panjang, serta dapat 
dibalik dari lembaga-lembaga, merupakan waktu kelembagaan 
(institutional time) baik berupa syarat maupun hasil aktivitas-





2.4 Kerangka Berpikir  
Pada bagian kerangka berpikir ini peneliti memulainya dengan 
mengkaitkan  teori strukturasi menurut Anthony Giddens. Peneliti membuat 
kerangka berpikir awal dimulai dengan agen yang dapat membentuk praktik 
sosial. Agen dalam penelitiain ini adalah pendiri Pertakina yang mana 
bertindak sebagai expert agent, yakni agen yang mampu memberi sederet 
kekuasaan termasuk mempengaruhi kekuasaan-kekuasaan yang disebarkan 
oleh orang lain. Sedangkan anggota pertakina sebagai pihak yang membantu 
dan mendukung rencana para pendiri pertakina atau yang disebut sebagai lay 
agent. Agen tersebut didasari oleh kesadaran yang dapat menentukan alasan, 
motif serta tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh agen. Kesadaran sendiri 
oleh Giddens di bagi kedalam 3 jenis. Yaitu motivasi tidak sadar, kesadaran 
diskursif dan kesadaran praktis. Hal ini bertujuan agar nantinya dapat 
diketahui tentang jenis kesadaran yang mendasari praktik sosial agen dalam 
melakukan pemberdayaan kepada PMI purna. 
Kemudian struktur dalam penelitian ini ialah perkumpulan PMI purna 
dan keluarga (pertakina). Perjumpaan sosial antara agen dengan struktur yang 
berada dalam ruang dan waktu secara terus-menerus mengakibatkan praktik 
sosial tersebut muncul. Selain itu terdapat skemata struktur yang terbangun 
dalam hubungan dualitas antara agen dan struktur. Agen-agen tersebut 
merupakan aktor yang berperan dalam upaya melakukan pemberdayaan 
terhadap PMI purna yang didalam nya memiliki skemata S-D-L sehingga 
dapat membentuk aktivisa tersebut. Skema S-D-L sendiri merupakan alat 
analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk dapat 
menggambarkan praktik sosial dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh 
 
 
pertakina. Skemata S-D-L tersebut adalah struktur penandaan (signifikasi). 
Struktur penguasaan (dominasi) dan struktur pembenaran (legitimasi) meliputi 
. Struktur signifikasi adalah tentang penyebutan pemaknaan dan wacana yang 
memanfaatkan modalitas pola interpretatif melalui interaksi komunikasi. 
Struktur dominasi yaitu terkait dengan kemampuan untuk menguasai. 
Sedangkan struktur legitimansi yaitu meliputi aturan nilai dan norma yang 





Bagan 2 Alur Berpikir Peneliti
Praktik sosial agen dalam memproduksi kegiatan pemberdayaan PMI 
Perjumpaan Sosial 
Kesadaran Agen 
- Motivasi tidak sadar 
- Kesadaran diskursif 
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